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Abstrak: Stakeholders atau pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam
kegiatan pengelolaan wilayah dan sumberdaya pesisir. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh para pemangku kepentingan
dalam manajemen kolaboraif Kawasan Perairan Teluk Doreri. Studi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, diskusi kelompok terfokus,
dan kuesioner yang dilaksanakan pada Februari-Maret 2025. Sebanyak 41 informan kunci yang
mewakili berbagai kelompok termasuk instansi pemerintah, komunitas lokal, akademisi, sektor
swasta, dan lembaga swadaya Masyarakat dilibatkan untuk menilai tingkat kepentingan dan
pengaruh mereka terhadap pengelolaan kawasan perairan Teluk Doreri. Analisis stakeholders
telah memetakan posisi stakeholders, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemangku
kepentingan berada pada Kuadran II (key players), artinya kepentingan dan pengaruh yang tinggi
dalam praktek-praktek manajemen kolaboratif. Di sisi lain, Kuadran I dan IV masing-masing
hanya diisi oleh satu aktor yang memiliki ketimpangan antara komitmen dan kapasitas pengaruh.
Sementara itu, Kuadran III mencerminkan keberadaan stakeholders dengan pengaruh rendah
namun berpotensi strategis secara sosial, seperti tokoh agama, akademisi, dan kepala kampung.
Pemetaan ini mengindikasikan pentingnya pemberdayaan lintas kuadran, serta perlunya strategi
manajemen kolaboratif yang menjembatani kesenjangan relasi kekuasaan dan memastikan
inklusivitas dalam perencanaan dan implementasi manajemen kolaboratif

Kata kunci: pemangku kepentingan; kepentingan, pengaruh, manajemen kolaboratif; Teluk
Doreri.

1. Pendahuluan

Rendahnya tingkat pencapaian manajemen kolaboratif sering kali disebabkan oleh
kegagalan dalam pengambilan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh
Stakeholders, dimana keputusan mereka diimplementasikan dengan hasil yang tidak
memuaskan (Bawole, 2012; Evans et al., 2011). Dalam skala yang lebih luas, para
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pengambil keputusan kerap gagal memperhatikan dan mengakomodir kepentingan
para pemangku kepentingan. Studi kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa
kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam
proses pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam
manajemen kolaboratif (Bawole, 2012).

Analisis pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam memahami proses
kegiatan yang sedang berlangsung, karena peningkatan hubungan antara institusi yang
berkepentingan tidak dapat dihindari. Analisis ini menjadi instrumen yang baik dalam
mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi melalui kerja sama dan alokasi peran
pemangku kepentingan. Selain itu, analisis pemangku kepentingan sangat penting
dalam menciptakan manajemen yang efektif, tata kelola yang baik, dan pemahaman
hubungan antar pengguna kawasan perairan Teluk Doreri.

Manajemen kawasan perairan Teluk Doreri laut di Teluk Doreri, Manokwari, Papua
Barat, menghadapi tantangan signifikan. Peningkatan aktivitas pembangunan dan
pertumbuhan penduduk telah memberikan tekanan pada ekosistem pesisir, termasuk
degradasi terumbu karang dan perubahan garis pantai (Purba et al., 2023). Analisis
spasial menunjukkan variasi potensi ketahanan relatif ekosistem terumbu karang di
Teluk Doreri, dengan beberapa lokasi menunjukkan potensi ketahanan yang tinggi,
terutama di sekitar Pulau Lemon dan Pulau Mansinam (Pattiasina et al., 2018). Namun,
lokasi-lokasi lain menunjukkan potensi ketahanan yang rendah, dan memerlukan
perhatian khusus dalam pengelolaan.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya pesisir sering kali muncul antara berbagai
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta.
Studi menunjukkan bahwa konflik ini dapat diatasi melalui pendekatan manajemen
kolaboratif yang melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan
perencanaan (Stepanova, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh pemangku kepentingan
di kawasan laut Teluk Doreri.

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025 di kawasan laut Teluk Doreri,
Manokwari, Papua Barat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, diskusi
kelompok terfokus (FGD), dan kuesioner yang ditujukan kepada pemangku
kepentingan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling.
Sebanyak 41 informan kunci terlibat, mewakili berbagai tingkat pemerintahan,
masyarakat lokal, serta institusi yang relevan dengan pengelolaan sumber daya pesisir.

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis pemangku kepentingan mengacu
pada (Bryson et al., 2011; Bryson & Quinn Patton, 2015) dan (Reed et al., 2009), melalui
tiga tahap utama: identifikasi aktor dan kepentingan/pengaruhnya, klasifikasi aktor,
serta pemetaan relasi antar pemangku kepentingan. Enam kategori utama yang
teridentifikasi meliputi: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi hingga desa),
komunitas lokal, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Setiap aktor memberikan skor
terhadap 12 indikator pengelolaan berdasarkan skala kepentingan dan pengaruh (skala
Likert lima), yang kemudian dirangkum dalam matriks dua dimensi.

Hasil pemetaan menunjukkan posisi pemangku kepentingan dalam empat
kuadran: key players, subjects, context setters, dan crowd (Gambar 1) Posisi ini
mencerminkan kapasitas relatif mereka dalam memengaruhi keberlanjutan pengelolaan.
Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan untuk menelaah sumber dan bentuk konflik
yang muncul, serta merumuskan strategi penyelesaian yang berbasis kolaborasi.
Pendekatan ini memungkinkan penyusunan strategi tata kelola adaptif dengan
mempertimbangkan relasi kuasa dan tingkat kepentingan setiap aktor terhadap
keberlanjutan kawasan Teluk Doreri.
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Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan dalam Analisis Pemangku
Kepentingan (Bryson et al., 2011; Bryson and Quinn Patton, 2015) dan (M. S. Reed et al.,
2009)

Pembagian kelompok pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan laut
Teluk Doreri didasarkan pada tingkat kewenangan, peran fungsional, dan kapasitas
pengaruh masing-masing aktor dalam konteks tata kelola sumber daya pesisir.
Pemerintah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pemerintah nasional (seperti
Polres Manokwari), pemerintah provinsi (misalnya Bappeda dan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua Barat), serta pemerintah kabupaten (termasuk dinas teknis
dan distrik). Kelompok komunitas mencakup aktor-aktor berbasis lokal yang memiliki
keterikatan langsung dengan wilayah, seperti tokoh agama, nelayan, dan kepala
kampung, yang umumnya memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh institusional
yang terbatas. Lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGOs) diposisikan sebagai aktor
non-pemerintah yang mendorong advokasi dan fasilitasi. Akademisi berperan sebagai
penyedia data, analisis ilmiah, serta pengetahuan teknis, sementara sektor
swasta—seperti hotel, restoran, dan pelaku usaha—berkontribusi terhadap dinamika
ekonomi dan pemanfaatan kawasan. Klasifikasi ini membantu dalam pemetaan
kepentingan dan pengaruh, serta memudahkan perumusan strategi kolaboratif dalam
pengelolaan kawasan secara partisipatif dan berkelanjutan

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders

Analisis pemangku kepentingan merupakan pendekatan sistematis untuk
memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan berdasarkan dua
atribut utama, yaitu tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) (Bryson et
al., 2011; Bryson and Quinn Patton, 2015) dan (Reed et al.,, 2009)). Dalam konteks
pengelolaan Zona Pemanfaatan Teluk Doreri, pendekatan ini digunakan untuk
memahami relasi kekuasaan, kepedulian, serta potensi kolaborasi antar pemangku
kepentingan. Kepentingan diletakkan pada sumbu vertikal (Y), sedangkan pengaruh
berada pada sumbu horizontal (X), membentuk empat kuadran analisis yang
menggambarkan posisi relatif tiap aktor dalam sistem sosial-ekologis. Sebanyak 15
kelompok pemangku kepentingan telah dianalisis dan dipetakan dalam ruang dua
dimensi, yang menghasilkan pola sebaran data yang cukup konsisten (Gambar 2)

Sebaran titik data membentuk pola diagonal yang merepresentasikan Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi, hingga posisi kelompok nelayan dan sektor swasta. Pola ini
mengindikasikan adanya hubungan linier positif antara tingkat interest dan influence, di
mana semakin besar kepentingan suatu aktor, cenderung diiringi dengan peningkatan
pengaruhnya terhadap pengelolaan kawasan. Temuan ini selaras dengan literatur
sebelumnya yang menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan substantif
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dan kapasitas pengaruh dalam pengelolaan sumber daya bersama (Grimble & Wellard,
1997; Reed et al., 2020).

Scatterplot of Kepentingan vs Pengaruh
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Gambar 2. Pemetaan Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam
Pengelolaan Kawasan Perairan Teluk Doreri

Kepadatan sebaran data paling dominan ditemukan pada Kuadran II (key players)
dan Kuadran III (crowd). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku
kepentingan berada pada dua kutub keterlibatan, yaitu sangat aktif dalam proses
pengambilan keputusan atau justru pasif dengan keterlibatan yang sangat terbatas.
Kuadran II diisi oleh aktor-aktor strategis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan,
Bappeda, dan sejumlah LSM yang memainkan peran penting dalam menentukan arah
kebijakan serta pelaksanaan operasional kawasan. Sementara itu, Kuadran III
menunjukkan keberadaan kelompok dengan interest dan influence yang rendah, di
antaranya adalah pelaku usaha kecil dan sebagian komunitas lokal yang masih perlu
difasilitasi untuk meningkatkan keterlibatannya.

Sebaran data paling sedikit ditemukan pada Kuadran I dan Kuadran IV. Pada
Kuadran I, hanya terdapat satu pemangku kepentingan, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi,
yang menempati posisi dengan nilai interest tinggi (20) namun influence sedang (40).
Posisi ini menunjukkan aktor yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan
kawasan, tetapi belum didukung oleh kapasitas kelembagaan maupun otoritas yang
memadai untuk mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Sementara itu,
Kuadran IV ditempati oleh satu aktor, yakni Distrik Manokwari Timur, yang memiliki
tingkat influence struktural relatif tinggi, namun menunjukkan tingkat inferest yang
rendah dalam isu pengelolaan.

Konfigurasi ini menandakan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang bersifat
adaptif dan diferensial, dengan mempertimbangkan secara spesifik posisi serta peran
masing-masing pemangku kepentingan dalam kerangka matriks interest-influence.
Pengelolaan kawasan yang berkelanjutan menuntut keterlibatan semua aktor, termasuk
mereka yang saat ini berada di posisi marjinal, agar tercipta tata kelola yang inklusif,
responsif, dan kontekstual sesuai dengan kompleksitas sistem sosial-ekologis yang ada.

3.2 Pola sebaran
3.2.1 Kuadran I

Dalam analisis pemangku kepentingan pengelolaan Teluk Doreri, Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari menempati posisi unik dalam
Kuadran I pada matriks interest-influence. Posisi ini menunjukkan bahwa DLH
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memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap pelestarian dan keberlanjutan
Kawasan Perairan Teluk Doreri, namun memiliki pengaruh yang relatif rendah dalam
proses pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini sering kali mencerminkan
keterbatasan struktural, baik dari sisi regulasi maupun kapasitas koordinasi lintas
sektor, yang menyebabkan kontribusi teknis mereka tidak sepenuhnya terakomodasi
dalam forum tata kelola kawasan konservasi (Reed et al., 2009). Fenomena serupa tidak
hanya terjadi di Manokwari. Studi oleh (Kartika et al., 2019) mengenai tata kelola wisata
kuliner Payung di Kota Batu menunjukkan bahwa DLH Kota Batu juga menempati
Kuadran I. Meskipun memiliki komitmen kuat terhadap kualitas lingkungan dan
pengendalian dampak, DLH tidak memiliki kapasitas formal untuk memengaruhi
proses perencanaan AMDAL dan pengelolaan kawasan wisata secara langsung. Posisi
ini memperlihatkan tantangan klasik dari aktor teknis yang memiliki kepentingan
substantif tetapi tidak memiliki daya tawar kelembagaan dalam struktur pemerintahan
daerah

3.2.2 Kuadran 11

Dalam kerangka analisis pemangku kepentingan pengelolaan Teluk Doreri,
Kuadran II—yang merepresentasikan aktor dengan tingkat interest dan influence yang
tinggi dihuni oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis. Mereka adalah Bappeda
Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat,
lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organizations (LSM/NGOs), serta
kelompok swasta dan nelayan yang mencatatkan titik ploting tertinggi. Aktor-aktor
dalam Kuadran II secara fungsional merupakan pilar utama dalam sistem pengelolaan
kawasan Teluk Doreri. Bappeda Provinsi berperan penting dalam merumuskan arah
pembangunan daerah, termasuk integrasi kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir ke
dalam rencana strategis lintas sektor. DKP Provinsi, sebagai otoritas teknis, memegang
tanggung jawab atas pemberian izin usaha perikanan, pengawasan pemanfaatan
sumber daya, serta penguatan kapasitas kelembagaan kelautan dan pesisir. LSM
memainkan peran fasilitator dalam advokasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat,
serta menjadi jembatan antara kebijakan formal pemerintah dan kebutuhan komunitas
akar rumput. Sementara itu, swasta dan nelayan menempati posisi yang sangat sentral
karena mereka adalah pengguna langsung sumber daya laut, dan sekaligus pihak yang
paling terdampak serta berpotensi besar dalam mempraktikkan prinsip-prinsip
keberlanjutan di lapangan. Fenomena serupa juga ditemukan di kawasan konservasi
Taman Nasional Ujung Kulon, di mana studi oleh (Suparyana et al., (2023)
menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Banten, komunitas nelayan, serta pelaku wisata
lokal juga menempati posisi key players. Keberhasilan pengelolaan TNUK tidak lepas
dari sinergi antara otoritas pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta
yang membentuk sistem tata kelola kolaboratif dan berbasis partisipasi

Reed et al., (2009) menyatakan bahwa pemangku kepentingan dengan tingkat
interest dan influence tinggi merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya
alam berbasis komunitas. Penelitian ini juga menegaskan bahwa aktor-aktor yang
berada di Kuadran II harus menjadi fokus dalam proses pelibatan aktif, pembagian
peran strategis, dan penguatan kapasitas institusional. Dari konfigurasi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa keberadaan aktor dalam Kuadran II mencerminkan struktur
pengelolaan yang kondusif terhadap pendekatan kolaboratif. Ketika perencana
kebijakan, otoritas teknis, lembaga advokasi, dan pengguna langsung sumber daya
berada dalam satu ruang koordinatif dengan kepentingan dan pengaruh yang
seimbang, maka fondasi menuju tata kelola yang efektif dan berkelanjutan telah
terbentuk. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa penguatan hubungan antar-aktor di
Kuadran II perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan, karena merekalah
yang berpotensi memimpin transformasi menuju konservasi laut yang partisipatif,
adaptif, dan berkelanjutan.

3.2.3 Kuadran II1

Dalam konteks analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) pengelolaan
Zona Pemanfaatan Teluk Doreri, Kuadran III mengacu pada kelompok aktor yang
menunjukkan tingkat interest (kepentingan) dan influence (pengaruh) yang relatif rendah
terhadap proses tata kelola kawasan. Aktor-aktor yang menempati posisi ini meliputi
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten, Tokoh
Agama, akademisi, sektor hotel dan restoran, Kepala Kampung Pulau Mansinam, serta

Jotdiverse 2025, 1(2):89-97, https://doi.ore /10.64283 /jotdiverse 2025 1(2):11 https:/ /ejournal.brainybee.co.id


https://doi.org/10.64283/jotdiverse.2025.1(2):11

Jotdiverse, Augustus 2025, Vol. 1, No. 2, Hal. 89-97 94

Polres Manokwari. Meskipun peran mereka dalam pengambilan keputusan bersifat
marginal, keberadaan kelompok ini tetap memiliki signifikansi strategis, khususnya
dalam mendukung aspek-aspek tertentu dari keberlanjutan sosial dan kelembagaan
pengelolaan kawasan.

Beberapa dari aktor ini memiliki fungsi normatif dan sosial yang kuat di tingkat
lokal —seperti tokoh agama dan kepala kampung—yang berpotensi mempengaruhi
legitimasi sosial terhadap kebijakan konservasi apabila diberdayakan dengan
pendekatan yang tepat. Sebagaimana disarankan oleh Anastasi, (2018), aktor dengan
tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah sebaiknya tidak diabaikan, melainkan
dimonitor secara berkala karena peran mereka dapat berubah seiring dinamika politik,
kelembagaan, dan sosial. Monitoring ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan
pergeseran posisi aktor-aktor tersebut ke kuadran yang lebih signifikan, sehingga dapat
mendorong inklusivitas dan adaptabilitas dalam sistem tata kelola kawasan laut.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah lain seperti
Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) (Suparyana et al., 2023), ditemukan dinamika
serupa di mana sejumlah pemangku kepentingan awalnya berada dalam Kuadran III
karena tingkat interest dan influence yang rendah. Aktor-aktor tersebut meliputi
lembaga teknis sektoral, perwakilan masyarakat adat, serta pelaku usaha kecil
menengah yang belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
program konservasi. Namun, studi oleh Suparyana et al., (2023) menunjukkan bahwa
dengan penerapan strategi pemberdayaan yang terstruktur — meliputi pelatihan berbasis
peran, integrasi kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas komunikasi
antar-pemangku kepentingan — posisi mereka secara perlahan bergeser menuju Kuadran
II dan bahkan Kuadran I dalam beberapa kasus. Pendekatan ini terbukti memperkuat
fungsi representatif dan kontribusi teknis mereka terhadap keberlanjutan tata kelola
kawasan. Hal tersebut diperkuat oleh temuan (Reed et al., 2009), yang menyatakan
bahwa pemangku kepentingan dalam Kuadran III tidak boleh diabaikan, karena dengan
intervensi yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang signifikan, terutama
dalam konteks sosial-ekologis yang kompleks. Penguatan peran ini juga menghasilkan
peningkatan legitimasi sosial terhadap kebijakan konservasi serta memperluas
dukungan masyarakat terhadap larangan eksploitasi sumber daya di zona inti.

3.2.4 Kuadran IV

Distrik Manokwari Timur menempati Kuadran 1V, yaitu kategori pemangku
kepentingan dengan tingkat influence (pengaruh) tinggi namun interest (kepentingan)
relatif rendah. Posisi ini secara konseptual dikategorikan sebagai context setters, yakni
aktor yang memiliki kemampuan struktural dan kelembagaan untuk memengaruhi
keputusan strategis, namun tidak menunjukkan keterlibatan langsung atau perhatian
substansial terhadap isu konservasi laut. Dalam konteks ini, Distrik Manokwari Timur
berperan sebagai pemegang otoritas administratif yang secara formal dapat menentukan
arah kebijakan lokal, tetapi belum secara aktif terlibat dalam isu-isu keberlanjutan
ekosistem pesisir dan laut.

Fenomena serupa juga tercatat dalam studi pengelolaan kawasan konservasi di
Taman Nasional Bunaken, di mana aparat kecamatan dan perangkat wilayah
administratif lainnya menempati posisi dengan influence tinggi —khususnya dalam hal
otorisasi kegiatan pembangunan, penerbitan rekomendasi teknis, serta pengendalian
tata ruang kawasan. Namun, aktor-aktor ini tidak menunjukkan interest yang sebanding
terhadap upaya pelestarian ekosistem laut. Ketidakseimbangan antara pengaruh
struktural dan kepedulian ekologis tersebut menyebabkan celah kebijakan dalam
implementasi konservasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari
pemerintah tingkat menengah menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas
zonasi taman nasional, lemahnya pengawasan, serta meningkatnya konflik
antar-pemanfaatan sumber daya. Di samping itu perlu digarisbawahi bahwa
ketidakterlibatan ini bukan semata disebabkan oleh sikap abai, tetapi sering kali terkait
dengan kurangnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan informasi teknis mengenai nilai
ekologis kawasan, serta belum adanya integrasi pengelolaan sumberdaya dalam rencana
pembangunan daerah secara sistematis. Dalam konteks tersebut, aktor-aktor
administratif semisal kecamatan berfungsi sebagai context setters yang menentukan
apakah kebijakan pengelolaan dapat dijalankan secara operasional atau justru terhambat
oleh kebijakan pembangunan yang kontra-produktif.
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4. Kesimpulan

Analisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Teluk Doreri
menunjukkan bahwa keterlibatan aktor dalam sistem sosial-ekologis sangat dipengaruhi
oleh tingkat keselarasan antara kepentingan dan pengaruh yang dimiliki. Dominasi
aktor pada Kuadran II dan III mengindikasikan perlunya strategi penguatan
kelembagaan bagi aktor kunci serta fasilitasi partisipasi bagi kelompok yang masih
termarginalkan. Keberadaan aktor tunggal di Kuadran I dan IV menyoroti pentingnya
pendekatan pemberdayaan yang kontekstual untuk memastikan bahwa komitmen
terhadap keberlanjutan maupun kapasitas kelembagaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan demikian, tata kelola kawasan Teluk Doreri yang efektif dan berkeadilan hanya
dapat terwujud melalui integrasi peran lintas kuadran yang responsif terhadap
dinamika dan keragaman pemangku kepentingan.

Berdasarkan distribusi aktor dalam keempat kuadran analisis Stakeholders, pengelolaan
perairan Teluk Doreri menghadapi tantangan yang kompleks akibat ketimpangan antara
kepentingan dan pengaruh antar pemangku kepentingan. Kuadran I diisi oleh aktor
teknis seperti DLH yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perairan Teluk Doreri
namun tidak cukup kuat secara kelembagaan, sementara Kuadran II menampilkan
aktor-aktor strategis seperti DKP, Bappeda, LSM, dan kelompok pengguna langsung
yang menjadi penggerak utama tata kelola kawasan. Di sisi lain, Kuadran III dihuni oleh
aktor-aktor dengan legitimasi sosial namun minim pengaruh formal, sedangkan
Kuadran IV memperlihatkan adanya pengaruh administratif signifikan tanpa dukungan
kepedulian ekologis yang memadai. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan
tata kelola kawasan Teluk Doreri laut tidak hanya bergantung pada kekuatan regulatif
atau teknokratis, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menyinergikan aktor-aktor
dengan fungsi sosial, administratif, dan ekologis secara kolaboratif dan setara.

Keseluruhan dinamika pemangku kepentingan dalam pengelolaan perairan Teluk
Doreri memperlihatkan bahwa tantangan utama terletak pada ketimpangan peran,
kepentingan, dan pengaruh antar aktor yang tersebar di keempat kuadran analisis.
Ketidakterlibatan aktor struktural seperti distrik, lemahnya posisi teknis kelembagaan
seperti DLH, serta minimnya representasi sosial dari kelompok akar rumput berpotensi
memicu konflik kelembagaan dan sosial yang laten. Oleh karena itu, keberhasilan tata
kelola Teluk Doreri kawasan ini sangat bergantung pada kemampuan untuk
membangun sistem kolaboratif yang menjembatani kepentingan lintas aktor,
memperkuat kapasitas institusional dan sosial, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal
ke dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan adaptif.

5. Ucapan Terimakasih Jika Ada

Ucapan terima kasih ditujukan kepada individu, lembaga dan masyarakat yang
menjadi responden dalam penelitian ini.
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